~ PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH _

PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK

PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016
(Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 160/PMK.07/2016,
tanggal 25 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

| a.

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 seb- |

agaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2016 telah ditetapkan Dana
Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi;

bahwa berdasarkan ketentuan dalam'Pasal 5 ayat
(2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun
2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, rincian

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentral- |
isasi menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditetap-

kan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-
doman Umum dan Rincian Dana Proyek Pemerin- |

tah Daerah dan Desentralisasi Menurut Provinsi/
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016;

| Mengingat :
1.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indo-

nesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lem- |

baran Negara Republik Indonesia Nomor 5767)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un-

dang Nomor 12 Tahun 2016 (Lembaran Nega-

ra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia '

Nomor 5907);

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 ten- |
tang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja |
Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara f

3

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.
07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah |
dan Dana Desa {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 477);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEDO-

MAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMER- |
INTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT |
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN |

2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

dengan:

il-.

Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentral-
isasi yang selanjutnya disebut Dana P2D2 adalah
dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan
sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupat- |
en, dan kota daerah percontohan Proyek Pemer- |

intah Daerah dan Desentralisasi.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disingkat APBN adalah

keuangan tahunan pemerintahan negara yang di-

setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah yang
rencana |

selanjutnya disingkat APBD adalah

keuangan tahunan pemerintahan daerah yang |
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah |

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
clan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya dising-
kat DAK adalah dana yang dialokasikan dalam |
APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan un- |
tuk membantu mendanai kegiatan khusus yang |
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rencana
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

merupakan urusan daerah dan sesuai dengan pri-
oritas nasional.

Pasal 2
Daerah penenma Dana P2D2 Tahun Anggaran

2016 merupakan daerah yang direkomendasikan
layak untuk memperoleh Dana P2D2 berdasarkan |

hasil verifikasi keluaran DAK Tahun Anggaran

2015 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan |

Keuangan dan Pembangunan.
Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan proses verifikasi atas |

output atas pelaksanaan DAK bidang infrastruk-
tur di Daerah Percontohan Proyek Pemerintah
Daerah clan Desentralisasi yang meliputi:

a. bidang infrastruktur jalan;

b. bidang infrastruktur irigasi;

c. bidang infrastruktur air minum: clan

d. bidang infrastruktur sanitasi.

Verifikasi keluaran DAK sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai .:

dengan ketentuan Perjanjian Verifikasi antara
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
dan Bank Dunia tanggal 20 Desember 2010 se-
bagaimana telah diubah pada tanggal 13 Februari
2013.

Pasal 3

Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 adalah sebe-

sar Rp199.313.187.000,00 (seratus sembilan
puluh sembilan miliar tiga ratus tiga belas juta se-
ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Rincian daerah penenma Dana P2D2 Tahun Ang-

(1

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

| @

garan 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat |

(1) menurut provinsi/kabupaten/kota tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pasal 5
Pemerintah Daerah menganggarkan Dana P2D2 |
Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud |
dalam Pasal 4 ayat (1) sebagai pendapatan dae- |
rah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran
2016 sesuai dengan ketentuan peraturan perun- |
dang-undangan.
Dalam hal Pemerintah Daerah telah melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka pe- |
nyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Peraturan
Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran atas |
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. '
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan
perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 maka
penyesuaian Dana P2D2 ditetapkan dalam Per-
aturan Kepala Daerah tentang Perubahan Pen-
jabaran atas APBD Tahun Anggaran 2016.
Pemerintah Daerah menyampaikan pemberita-
huan atas penyesuaian .Dana P2D2 sebagaima- !
na dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada
Pimpinan DPRD.
Pemerintah Daerah mencatat penyesuaian Dana
P2D2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam
Laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 6
Penggunaan Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 |
ditujukan untuk mendukung kegiatan nonfisik di :
bidang infrastruktur jalan, infrastruktur irigasi, in--
frastruktur air minum, dan infrastruktur sanitasi.
Kegiatan nonfisik sebagaimana dimaksud pada |
ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengen-
dalian, dan pengawasan, yang merupakan bagian
dari pelaksanaan kegiatan fisik, berdasarkan azas
efisiensi, efektivitas dan kepatutan.

Pasal 7
Pengawasan atas pelaksanaan Dana P2D2

i dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perun-

Penyaluran Dana P2D2 Tahun Anggaran 2016 di- |

lakukan sekaligus dengan cara pemindahbukuan
dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening
Kas Umum Daerah.

Penyaluran Dana P2D2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 14 (em-
pat belas) hari kerja setelah Peraturan Menteri ini
diundangkan.

dang-undangan.

Pasal 8
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-

gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin- |

. tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan |
{ penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo- :
nesia.

i



a.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDBAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Oktober 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1597

Catatan Redaksi :

- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.

(BN )

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

61/PMK.01/2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN JASA

KONSULTAN HUKUM DALAM RANGKA PENANGANAN GUGATAN

ARBITRASE INTERNASIONAL YANG DIAJUKAN OLEH

INDIAN METALS & FERRO ALLOYS LIMITED
(Peraturan Menteri Keuangan R.l Nomor 161/PMK.01/2016,
' tanggal 28 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuan-

gan Nomor 61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara

Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Dalam Rang-
ka Penanganan Gugatan Arbitrase Internasional |
yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro Alloys |

Limited telah diatur tata cara pengadaan jasa kon-

sultan hukum dalam rangka penanganan gugatan
arbitrase .internasional yang diajukan oleh Indian

Metals & Ferro Alloys Limited:

bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas

pelaksanaan pengadaan jasa konsultan hukum
dalam rangka penanganan gugatan arbitrase in-
ternasional yang Diajukan oleh Indian Metals &
Ferro Alloys Limited perlu dilakukan perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/
PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan |

Jasa Konsultan Hukum Dalam Rangka Penangan-

an Gugatan Arbitrase Internasional yahg Diajukan :

oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana |
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pe-

rubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor |
61/PMK.01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan
Jasa Konsultan Hukum dalam rangka Penangan- ;

an Gugatan Arbitrase Internasional yang Diajukan
oleh Indian Metals & Ferro Alloys Limited;

Mengingat :

1.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2016 ten- |
tang Tim Penanganan Gugatan Arbitrase Interna- |
sional yang Diajukan oleh Indian Metals & Ferro |
Alloys Limited (Lembaran Negara Republik Indo- |

nesia Tahun 2016 Nomor 179);
Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.
01/2016 tentang Tata Cara Pengadaan Jasa ;'
Konsultan Hukum dalam rangka Penanganan Gu- |
gatan Arbitrase Internasional yang Diajukan oleh
Indian Metals & Ferro Alloys Limited (Berita Neg- |
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